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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pukul 14.44 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU
Dikti) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 47 /PUU-XVI/2018.
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 47 /PUU-XVI/2018 perwakilan
DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU DIKTI dalam perkara Nomor 47 /PUU-XVI/2018
diajukan oleh Sabela alias Sabela Gayo (selanjutnya disebut Pemohon).

. PASAL / AYAT UU UU DIKTI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian ketentuan Pasal :
1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4)
dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti. Bahwa pasal-pasal
uu a quo selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (2) UU Dikti:

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,
dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”

Pasal 17 ayat (1) UU Dikti: ‘
“Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang l
menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian /
khusus.” V/§
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// Pasal 24 ayat (1) UU Dikti: \
f ‘ “Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi \\
| lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan |
kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.”

Pasal 26 ayat (5) UU Dikti:
“Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan profesi.”

Pasal 28 ayat (4) UU Dikti:

“Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila

dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau Lembaga lain yang tanpa hak
mengeluarkan gelar profesi.”

Pasal 28 ayat (6) UU Dikti:
“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak
dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.”

Pasal 43 ayat (3) UU Dikti
“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa
hak dilarang memberikan sertifikat profesi.”

Pasal 44 ayat (4) UU Dikti:
“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak
dilarang memberikan sertifikat kompetensi.”

D. BATU UJI
Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal
28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti dianggap
Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (1)
dan ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak :
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),
Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44
ayat (4) UU Dikti dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat Kkerugian hak dan/atau kewenangan Kkonstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan ‘
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: l
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. Bahwa Pemohon, Sabela alias Sabela Gayo, di satu pihak menerangkan

kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan (vide Perbaikan
Permohonan angka 3, halaman 3), di lain pihak menerangkan pula
sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan
Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewaikili
kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide
Perbaikan Permohonan angka 6, halaman 3);

. Bahwa pada uraian berikutnya Pemohon menerangkan dirinya sebagai

anggota APPI dan karena itu kemudian menyatakan memiliki kepentingan
hukum langsung terhadap ketentuan mengenai pendidikan profesi dan
asosiasi profesi sebagaimana diatur dalam UU Dikti (vide Perbaikan
Permohonan angka 7, halaman 4);

Bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan dirinya adalah pengacara
pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara
Pengadaan Tersertifikasi (Certified Procurement Lawyer/C.P.L) dari IFPSM
dan karena itu, menurut Pemohon, dirinya memiliki kepentingan hukum
dan menganggap hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan
ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi
Profesi dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 11, halaman 4-
5).

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berpendapat:

Pertama, Pemohon tidak jelas menerangkan apakah dalam Permohonan
a quo ia bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang berprofesi sebagai advokat ataukah dalam kualifikasi
sebagai badan hukum (in casu APPI). Selain itu, jika Pemohon bertindak
dalam kualifikasi sebagai badan hukum (APPI), Pemohon juga tidak
menerangkan apakah Pemohon (Sabela Gayo), yang menyatakan diri
selaku Pendiri dan Ketua Umum APPI, berhak bertindak untuk dan atas
nama APPI, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu,
terkait dengan hal ini, setelah Mahkamah memeriksa lebih jauh bukti-
bukti yang diajukan, dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) APPI,
sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian APPI yang tertera dalam
Akta Notaris H. Zainuddin, SH Nomor 38, bertanggal 13 September 2016
(vide bukti P-5), diatur perihal Dewan Pendiri. Namun, Pasal 1 ART APPI
dimaksud selain sama sekali tidak memuat pengaturan perihal hak atau
kewenangan Pendiri secara individual juga tidak memuat pengaturan
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perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI di dalam
dan di luar pengadilan. Adapun dalam Pasal 2 ART APPI tersebut diatur
perihal Dewan Pimpinan Nasional APPI yang ternyata juga tidak memuat
pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama
APPI. Dengan demikian, andaipun Pemohon (Sabela Gayo) jelas
menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama APP],
Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berhak
untuk itu;

Kedua, Pemohon tidak jelas menerangkan hak konstitusional apa yang
dirugikan oleh berlakunya sejumlah norma dalam UU Dikti yang
dimohonkan pengujian dan dalam kualifikasi sebagai apa kerugian
tersebut dianggap terjadi, apakah dalam kualifikasi sebagai
perseorangan warga negara Indonesia atau dalam kualifikasi sebagai
badan hukum. Adapun yang dimaksud “kerugian” dalam konteks Pasal
51 ayat (1) UU MK bukanlah kerugian ekonomi melainkan kerugian hak
konstitusional. Sementara itu, yang dimaksud “hak konstitusional”,
berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, adalah hak-hak yang
diatur dalam UUD 1945.

Berkait dengan kedua hal di atas, dalam sidang Pemeriksaan
Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 kepada
Pemohon telah dinasihatkan oleh Panel Hakim untuk menegaskan
kualifikasinya dalam permohonan a quo, yaitu apakah sebagai
perseorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum (in
casu APPI). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima
Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon ternyata tetap tidak
menegaskan hal-hal yang dinasihatkan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa
Pemohon tidak mampu menerangkan baik kualifikasinya maupun
kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan
kedudukan hukumnya menjadi kabur (obscuur).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun
Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo namun Pemohon tidak
jelas menguraikan perihal kedudukan hukumnya sehingga kedudukan
hukum Pemohon menjadi kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu
mempertimbangkan pokok permohonan.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi




dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Permohonan
Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat
(1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ‘
ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti mengandung arti bahwa ketentuan pasal- 1
pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai ;
kekuatan hukum mengikat. l
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